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Abstract : 

This study examines the patterns of vertical and horizontal communication within local 

government agencies in Serang City, Banten Province, to identify structural and cultural barriers 

that hinder bureaucratic coordination. The research employs a qualitative approach with a case 

study design, utilizing in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. 

Purposive sampling was applied to select twelve key informants comprising structural officials 

and coordination staff with a minimum of three years of service. Data were analyzed thematically 

through systematic reduction, matrix display, and conclusion drawing, while credibility was 

ensured via source and method triangulation alongside member checking. Findings reveal that 

vertical communication remains predominantly top-down and formal, creating information 

asymmetry and delayed feedback loops. Horizontal communication, conversely, relies heavily on 

informal networks and digital messaging platforms, which, while agile, lack institutional 

accountability and often result in fragmented policy implementation. The study confirms that 

rigid hierarchical culture, unsynchronized information systems, and the absence of standardized 

cross-agency coordination forums are primary inhibitors. The research contributes a contextual 

communication mapping framework tailored for decentralized urban governments and 

recommends integrating formal digital coordination platforms with structured inter-OPD forums. 

The results provide actionable insights for public administration reform and offer a replicable 

model for evaluating bureaucratic communication efficiency in mid-sized Indonesian cities. 

Keywords: organizational communication, vertical communication, horizontal communication, 

local government bureaucracy, policy coordination. 

Abstrak (Indonesia) 

Penelitian ini mengkaji pola komunikasi vertikal dan horizontal pada instansi 

pemerintahan di Kota Serang, Provinsi Banten, untuk mengidentifikasi hambatan 

struktural dan kultural yang menghambat koordinasi birokrasi. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan wawancara mendalam, 

observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik purposive sampling diterapkan 

pada dua belas informan kunci yang terdiri atas pejabat struktural dan staf koordinasi 

dengan masa kerja minimal tiga tahun. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi 

sistematis, penyajian matriks, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga 

melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking. Temuan menunjukkan 

bahwa komunikasi vertikal masih didominasi pola satu arah dan formal, menciptakan 

asimetri informasi dan umpan balik yang tertunda. Sebaliknya, komunikasi horizontal 

sangat bergantung pada jaringan informal dan platform pesan digital yang lincah namun 
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minim akuntabilitas institusional, sehingga berpotensi memicu fragmentasi 

implementasi kebijakan. Penelitian mengonfirmasi bahwa budaya hierarkis kaku, sistem 

informasi yang tidak terintegrasi, dan ketiadaan forum koordinasi lintas-OPD yang 

terstandar menjadi penghambat utama. Studi ini menyumbangkan kerangka pemetaan 

komunikasi kontekstual bagi pemerintah daerah urban serta merekomendasikan 

integrasi platform koordinasi digital resmi dengan forum antar-OPD terstruktur. Hasil 

penelitian memberikan implikasi praktis bagi reformasi tata kelola administrasi publik 

dan menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi efektivitas 

komunikasi birokrasi di kota menengah Indonesia. 

Kata kunci: komunikasi organisasi, komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, 

birokrasi pemerintah daerah, koordinasi kebijakan.. 

 

Pendahuluan 

Transformasi tata kelola pemerintahan daerah di era desentralisasi menuntut birokrasi 

yang responsif, akuntabel, dan terkoordinasi secara sinergis. Komunikasi organisasi 

menjadi simpul vital yang menghubungkan level strategis, taktis, dan operasional dalam 

implementasi kebijakan publik. Namun, realitas di banyak pemerintah daerah masih 

menunjukkan dominasi struktur hierarkis kaku yang memperlambat diseminasi 

informasi dan membatasi mekanisme umpan balik. Ketidakefektifan pola komunikasi 

berisiko memicu tumpang tindih program, penundaan pengambilan keputusan 

strategis, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah 

daerah. Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten yang mengalami percepatan 

pertumbuhan institusi dan kompleksitas layanan publik, menghadapi tantangan serupa 

dalam menyelaraskan alur informasi antar-OPD. Oleh karena itu, pemetaan dinamika 

komunikasi birokrasi menjadi mendesak untuk memastikan koordinasi kebijakan yang 

efisien dan adaptif terhadap tuntutan reformasi tata kelola pemerintahan.  

Kajian terdahulu mengenai komunikasi organisasi pada sektor publik cenderung bersifat 

terfragmentasi dan metodologis terbatas. Sebagian besar penelitian memisahkan analisis 

komunikasi vertikal sebagai instrumen komando dan pengawasan (Robbins & Judge, 2017), 

sementara kajian lain lebih menekankan komunikasi horizontal sebagai bentuk kolaborasi 

antar-unit kerja (Goldhaber, 1990). Pendekatan dominan yang digunakan umumnya 

mengandalkan instrumen survei kuantitatif yang hanya mengukur persepsi kepuasan 

komunikasi, sehingga kurang mampu menangkap kompleksitas alur informasi nyata, 

hambatan kultural, serta peran jaringan informal dalam praktik koordinasi sehari-hari (Yin, 

2018). Selain itu, validasi empiris mengenai efektivitas pola komunikasi dalam konteks 

implementasi kebijakan pasca reformasi birokrasi masih minim, khususnya pada daerah 

urban yang mengalami transisi struktur pemerintahan cepat. Kesenjangan ini menunjukkan 

perlunya pendekatan kualitatif yang mampu mengungkap interaksi dinamis antara prosedur 

formal dan praktik lapangan secara simultan. 

Berdasarkan peta kekosongan ilmiah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan 

melalui integrasi analisis komunikasi vertikal dan horizontal dalam satu kerangka tata 
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kelola birokrasi lokal, dengan fokus pada pengungkapan praktik komunikasi informal 

yang kerap terabaikan dalam studi formal. Kebaruan metodologis dan kontekstual ini 

menjawab keterbatasan studi sebelumnya yang belum memetakan secara holistik 

bagaimana rigiditas hierarki dan fragmentasi sistem informasi saling memengaruhi 

efektivitas koordinasi lintas-OPD di Kota Serang. Masalah inti yang diangkat adalah 

ketidakselarasan pola komunikasi vertikal yang bersifat satu arah dengan komunikasi 

horizontal yang mengandalkan jejaring informal, sehingga menghambat sinkronisasi 

program prioritas dan akuntabilitas kinerja. Fenomena ini diperparah oleh budaya 

organisasi yang masih mengedepankan kepatuhan struktural, ketiadaan forum 

koordinasi terstandar, serta infrastruktur informasi yang belum terintegrasi. Mengacu 

pada identifikasi masalah dan kebaruan yang ditawarkan, tujuan penulisan artikel ini 

adalah memetakan secara komprehensif pola komunikasi vertikal dan horizontal pada 

instansi pemerintahan di Kota Serang, mengidentifikasi faktor pendukung maupun 

penghambat efektivitas komunikasi organisasi, serta merumuskan rekomendasi strategis 

untuk penguatan sistem komunikasi birokrasi yang responsif dan terintegrasi. Hasil 

analisis diharapkan memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi akademisi 

administrasi publik, praktisi birokrasi, serta pembuat kebijakan lokal dalam merancang 

ulang alur informasi dan mekanisme koordinasi yang selaras dengan prinsip good 

governance. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus 

untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika pola komunikasi organisasi pada 

instansi pemerintahan di Kota Serang. Subjek penelitian terdiri atas pejabat struktural 

dan staf koordinasi dari empat OPD teknis dan pendukung, yang dipilih melalui teknik 

purposive sampling dengan kriteria minimal tiga tahun keterlibatan aktif dalam proses 

koordinasi lintas-unit. Komunikasi vertikal didefinisikan secara operasional sebagai alur 

informasi instruksional, delegasi, dan pelaporan antara level pimpinan dan pelaksana, 

sedangkan komunikasi horizontal merujuk pada mekanisme pertukaran informasi, 

sinkronisasi program, dan kolaborasi antar-OPD atau unit fungsional setingkat. 

Efektivitas komunikasi dioperasionalkan melalui empat indikator kualitatif: kecepatan 

respons, akurasi pesan, akuntabilitas dokumentasi, dan kualitas umpan balik, yang 

diukur melalui matriks tematik berjenjang. Pengumpulan data dilaksanakan 

menggunakan tiga instrumen utama: pedoman wawancara semi-terstruktur untuk 

menggali persepsi dan hambatan kultural, lembar observasi nonpartisipan untuk 

merekam pola interaksi dan alur informasi di lingkungan kerja, serta matriks telaah 

dokumen terhadap peraturan internal, notulen rapat, dan laporan koordinasi resmi 

(Creswell, 2015). Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik interaktif 

yang meliputi reduksi sistematis, penyajian matriks komunikasi, dan penarikan 

kesimpulan bertahap untuk menghasilkan interpretasi yang koheren (Miles et al., 2014). 

Mengingat karakteristik kualitatif penelitian, pengujian hipotesis statistik digantikan 
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oleh prosedur validitas kualitatif melalui strategi triangulasi sumber dan metode, serta 

member checking secara berkala guna menjamin kredibilitas, dependabilitas, dan 

konfirmabilitas temuan (Yin, 2018; Sugiyono, 2019). Apabila penulis memerlukan penyajian 

instrumen atau matriks analisis dalam format visual, gambar atau tabel berukuran besar 

dapat disajikan dalam satu kolom sesuai ketentuan tata letak jurnal. 

 

Hasil dan Diskusi 

Hasil pemetaan pola komunikasi pada instansi pemerintahan di Kota Serang 

mengungkap dua dinamika yang saling bertolak belakang namun berjalan paralel dalam 

praktik koordinasi birokrasi. Temuan pertama menunjukkan bahwa komunikasi vertikal 

masih berjalan secara linier dan instruksional. Berdasarkan observasi lapangan dan 

wawancara mendalam dengan pejabat struktural, diseminasi kebijakan dari pimpinan ke 

kepala bidang hingga staf pelaksana umumnya mengandalkan surat resmi, memo 

internal, dan rapat koordinasi terbatas. Salah satu informan kunci menyatakan, “Instruksi 

biasanya turun satu arah, kami baru bisa melapor setelah program berjalan, sehingga umpan balik 

sering terlambat dan tidak terstruktur.” Data dokumentasi dari tiga OPD memperkuat 

temuan ini, di mana mayoritas arsip komunikasi resmi bersifat top-down tanpa lampiran 

mekanisme respons balik yang terstandar. Pola ini konsisten dengan karakteristik 

birokrasi klasik yang menekankan hierarki dan kepatuhan prosedural (Robbins & Judge, 

2017). Namun, dalam konteks implementasi kebijakan kontemporer, dominasi alur satu 

arah menciptakan asimetri informasi dan memperlambat adaptasi operasional di tingkat 

lapangan (Goldhaber, 1990). Temuan ini secara langsung menjawab pertanyaan 

penelitian mengenai inefisiensi aliran informasi vertikal, di mana rigiditas prosedur 

formal justru mengurangi ruang bagi staf operasional untuk memberikan konteks 

lapangan yang krusial bagi pengambilan keputusan strategis. 

Temuan kedua mengidentifikasi bahwa komunikasi horizontal antar-OPD dan 

unit fungsional sangat bergantung pada jaringan informal. Observasi lapangan mencatat 

penggunaan aplikasi pesan instan dan grup koordinasi non-resmi sebagai saluran utama 

pertukaran data teknis, jadwal rapat, dan sinkronisasi program lintas sektor. Seorang staf 

koordinasi lintas bidang mengungkapkan, “Kalau menunggu surat resmi, program bisa 

molor. Kami lebih cepat koordinasi lewat grup percakapan digital atau komunikasi langsung 

antar-pejabat teknis.” Meskipun pola ini mempercepat respons operasional, data triangulasi 

menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi horizontal tidak terdokumentasi dalam 

sistem arsip resmi, sehingga rentan terhadap distorsi informasi dan lemahnya akuntabilitas 

lintas lembaga. Fenomena ini mencerminkan pembentukan shadow network yang lahir 

sebagai mekanisme adaptasi terhadap lambatnya saluran formal (Yin, 2018). Secara 

teoretis, ketika struktur resmi tidak responsif, aktor organisasi akan menciptakan jalur 

alternatif untuk menjaga kelancaran kerja, namun tanpa kerangka akuntabilitas yang 

memadai, jaringan informal justru berisiko memicu fragmentasi kebijakan dan tumpang 

tindih mandat (Creswell, 2015). Temuan ini menjawab  rumusan  masalah  bahwa  

ketidakselarasan  pola  komunikasi  horizontal 
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menghambat sinkronisasi program prioritas daerah dan menurunkan transparansi 

kinerja lintas-satuan kerja. 

 

Tabel 1. (Matriks Pola Komunikasi dan Dampaknya pada Koordinasi Antar-OPD di 

Kota Serang) 

 

Dimensi 

komunikasi 

Karakteristik alur Kecepatan Akuntabelitas Dampak pada 

koordinasi 

Vertikal Top-down, 

instruksional, 

berbasis surat 

resmi/rapat 

terbatas 

Rendah–Sedang 

(terdapat time-lag 

diseminasi) 

Tinggi (terarsip 

dalam sistem 

resmi) 

Umpan balik 

tertunda; adaptasi 

operasional 

lapangan lambat; 

risiko asimetri 

informasi 

Horizontal Jejaring 

personal/digital, 

kolaboratif, 

berbasis aplikasi 

pesan instan 

Tinggi (respons 

real-time) 

Rendah (minim 

dokumentasi 

institusional) 

Respons cepat, 

tetapi rentan 

distorsi & minim 

dokumentasi 

 
Sumber: : Data primer diolah melalui analisis tematik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, 

2025; kerangka konseptual diadaptasi dari Goldhaber (1990) dan Robbins & Judge (2017). 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika komunikasi pada birokrasi 

pemerintah Kota Serang masih ditandai oleh dikotomi fungsional yang signifikan antara 

aliran vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal cenderung bersifat instruksional dan 

hierarkis, sehingga memperlambat mekanisme umpan balik dan membatasi adaptasi 

operasional di tingkat pelaksana. Sebaliknya, komunikasi horizontal mengandalkan 

jaringan informal yang cepat namun minim akuntabilitas dokumentasi, berpotensi 

memicu fragmentasi informasi dan tumpang tindih mandat lintas-OPD. Temuan ini 

secara langsung menjawab tujuan penelitian mengenai pemetaan pola komunikasi serta 

identifikasi faktor struktural dan kultural yang menghambat sinkronisasi kebijakan 

daerah. Implikasi hasil penelitian mengonfirmasi bahwa rigiditas prosedur formal tanpa 

dukungan forum koordinasi terstandar secara sistemik memperlemah efektivitas tata 

kelola komunikasi publik. Secara teoretis, temuan memperkaya literatur komunikasi 

organisasi sektor publik dengan mengungkap peran shadow network sebagai 

mekanisme kompensasi terhadap inefisiensi alur resmi (Goldhaber, 1990; Robbins & 

Judge, 2017). Secara praktis, optimalisasi koordinasi tidak cukup mengandalkan 

digitalisasi alat, melainkan memerlukan rekayasa ulang alur kerja yang 

mengintegrasikan kecepatan saluran informal ke dalam kerangka akuntabilitas 

institusional. Berdasarkan implikasi tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk 

mengadopsi platform koordinasi terpadu yang terintegrasi dengan sistem e-office, 

sekaligus membentuk satuan tugas lintas-OPD dengan mandat eksplisit dan 
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indikator kinerja terukur. Penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas intervensi 

kebijakan komunikasi terpadu melalui desain kuasi-eksperimen atau pendekatan 

mixed-methods dengan cakupan multi-kabupaten/kota, guna memvalidasi 

skalabilitas model pemetaan komunikasi yang dikembangkan dalam studi ini. 
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